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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Mimika  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx,  dalam  hal  ini  menggunakan  domisili  elektronik

dengan alamat email  rifandisyaan04@gmail.com Selanjutnya

disebut sebagai : “Pemohon” ; 

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai : “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya  tanggal  11  November

2021  telah  mengajukan  permohonan  cerai  talak  yang  didaftarkan  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-

Court  dengan  Nomor  203/Pdt.G/2021/PA.Mmk,  tanggal  22  November 2021,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.  Bahwa  pada  tanggal  15  April  2021,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Distrik  Mimika  Baru,  sebagaimana  ternyata  dari

Kutipan Akta Nikah Nomor 126/25/IV/2021, tanggal 15 April 2021.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan

Rambutan   RT.RW 012/000,   Kelurahan  Wanagon,  Distrik  Mimika  Baru,

Kabupaten  Mimika  kemudian  pada  Agustus  2021  Pemohon  pindah  ke

alamat Jalan Basecamp, Poros SP2, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika

Baru,  Kabupaten  Mimika,  kemudian  Termohon  pun  pindah  kealamat

sebagaimana tersebut diatas ;
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3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon  dengan Termohon  telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai  keturunan.

4. Bahwa  kurang  lebih  sejak  Juli  2021  kehidupan  rumah  tangga  antara

Pemohon  dengan  Termohon  mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya

perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam

rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: 

a.  Ketidakpatuhan Termohon Terhadap Pemohon.

b. Termohon Melakukan kekerasan terhadap Pemohon.

c. Termohon  Tidak  bersyukur  dengan  nafkah  yang  diberikan

Pemohon.

d. Termohon  Berusaha  memisahkan  Pemohon dengan  Orang  tua

kandungnya.

5. Bahwa  Puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  antara  Pemohon

dengan  Termohon  tersebut  terjadi  kurang  lebih  pada  Agustus  2021,

disebabkan  karena  pada  saat  itu  sepulang  Pemohon  bekerja  mampir

sejenak  dirumah  orang  tua  Pemohon,  namun  sesampainya  dirumah

mendapati  Termohon  bermuka  masam  dan  tidak  sengaja  Pemohon

mendengar dia menceritakan kejelekan Pemohon didepan tetangga rumah

spotan terjadilah pertengkaran hebat malam itu yang memaksa Pemohon

untuk keluar dari rumah yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon

telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian merupakan jalan terakhir  bagi  Pemohon untuk menyelesaikan

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;
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Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Mimika  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  ijin  kepada  Pemohon  (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon

(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  di  hadapan  sidang  Pengadilan  Agama

Mimika;

3. Membebankan biaya perkara  menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider

Mohon Putusan  yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

kuasanya  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)  nomor

203/Pdt.G/2021/PA.Mmk  yang  dibacakan  di  persidangan,  Termohon  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa

tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis  Hakim telah  menasihati  Pemohon agar  rukun kembali

membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai  pemeriksaan dengan

membacakan  surat  permohonan  Pemohon  dan  atas  permohonan  Pemohon

tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya, Pemohon  telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109010507950004, atas

nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mimika,  bermaterai  cukup  dan  sudah
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dicocokkan  dengan aslinya  ternyata  sesuai,  diberi  tanggal,  paraf  dan

tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  126/25/IV/2021, tanggal 15

April  2021,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, sudah dicocokan

dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, parah dan tanda (P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu

kandung Pemohon ;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami

isteri; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di

Timika;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum

dikaruniai anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon  sejak  satu  bulan  setelah  menikah  tidak  rukun  dan

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah antara Pemohon dan

Termohon disebabkan Termohon tidak taat pada Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang

sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa,  saksi  melihat  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sudah  tidak  mungkin  lagi  dipertahankan,  sulit  dipertahankan  dan

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
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2. xxxxxxxxxxxx,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  sebagai  kakak

kandung Pemohon ;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami

isteri; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di

Timika;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum

dikaruniai anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon  sejak  satu  bulan  setelah  menikah  tidak  rukun  dan

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah antara Pemohon dan

Termohon disebabkan Termohon tidak taat pada Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang

sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa,  saksi  melihat  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sudah  tidak  mungkin  lagi  dipertahankan,  sulit  dipertahankan  dan

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/ kuasanya yang sah, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas)  nomor

203/Pdt.G/2021/PA.Mmk  yang  dibacakan  di  persidangan,  Termohon  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut, sedangkan tidak  ternyata  bahwa

tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Termohon yang telah  dipanggil  secara resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

pada  persidangan  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  mengupayakan

perdamaian dengan  cara  menasihati  Pemohon untuk  tidak  bercerai  dengan

Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang  di

persidangan  dalam  perkara  aquo,  maka Hakim tidak  dapat  memerintahkan

para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi

dapat  dilaksanakan  kedua  pihak  berperkara  adalah  harus  datang  di

persidangan  sebagaimana  maksud  pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Pemohon

dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  (Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk)  telah

bermaterai  cukup,  di-nazegelen dan cocok dengan aslinya,  merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili dan agama Pemohon,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  serta
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mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285

R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah

bermaterai  cukup,  di-nazegelen dan cocok dengan aslinya,  merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  hubungan  Pemohon  dan

Termohon sebagai suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara agama

Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285

R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa  saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon

adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan

Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan jo.

Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam,  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon sudah

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai

keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat

sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus  dibuktikan oleh  Pemohon oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal  308 R.Bg sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon

bersesuaian  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu  keterangan  dua

orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Pemohon serta alat-alat bukti

yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal

di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika; 

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri  yang

sah; 
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3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi

perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh kepada

Pemohon ;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama

4 (empat) bulan lamanya karena Termohon Kembali kerumah orang tuanya;

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan

untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan

yang melawan hukum;

Menimbang,  bahwa  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan,  menentukan bahwa untuk  melakukan perceraian  harus

ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami

istri  dan pengadilan  telah  berusaha dan tidak  berhasil  mendamaikan kedua

belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan jo.  Pasal 116 huruf f  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  salah  satu  alasan

perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan

perselisihan  dan  pertengkaran  dapat  diterima  apabila  telah  jelas  bagi

pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat

dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila

memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami

istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami

istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan
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mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah

berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  bahwa  Pemohon  dan

Termohon sebagai suami istri sering berselisih, serta Pemohon dan Termohon

sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, komunikasi antara

Pemohon dan Termohon  juga sudah tidak  terjalin  dengan baik,  maka  telah

terpenuhi  norma  hukum  mengenai  telah  terjadinya  perselisihan  yang  terus

menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga dan

saksi-saksi  telah  berusaha  menasihati  Pemohon  agar  dapat  rukun  kembali

dengan  Termohon,  ditambah  dengan  usaha  Majelis  Hakim  mendamaikan

Pemohon  dan  Termohon  dalam  setiap  persidangan,  maka  telah  terpenuhi

norma  hukum  mengenai  perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan

Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan

tidak berhasil menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon ;

Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  menurut  ajaran  Islam  perceraian

merupakan  perbuatan  halal  yang  paling  dimurkai  Allah  SWT,  namun dalam

keadaan suami  istri  sudah tidak  bisa  saling  mencintai  lagi  dan telah  terjadi

sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh   Pemohon tersebut,

maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan

menjadikan  pertimbangan  sendiri,  atas  pendapat ahli  Hukum  Islam yang

tercantum dalam Kitab  Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman

83; 

ول نصائح فيها ينفع يعد ولم الزوجين الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار وقد

الزوجين أحد على يحكم أن معناه الستمرار لن روح غير من صورة الزوج الربطة تصبح وحيث صلح

العدالة روح تأباه وهذا المؤبد بالسجن

Artinya  :  Islam  memilih  lembaga  thalaq/cerai  ketika  rumah  tangga  sudah

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/

perdamaian  dan  hubungan  suami  isteri  menjadi  tanpa ruh  (hampa),

sebab meneruskan perkawinan berarti  menghukum salah satu suami

isteri  dengan  penjara  yang  berkepanjangan.  Ini  adalah  aniaya  yang

bertentangan dengan semangat keadilan. 

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
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Republik  Indonesia  nomor  237/K/AG/1998,  tanggal  17  Maret  1999  yang

mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,

percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

pihak lain,  adalah merupakan fakta  hukum yang cukup untuk alasan dalam

suatu  perceraian  sesuai  dengan  maksud  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  bila  suatu  rumah  tangga  telah  hancur  sehingga

kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari

perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah

jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban

penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk

tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan

(mafsadah),  padahal  menolak  mafsadah  lebih  utama  daripada  menarik

maslahah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah

fiqih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya  :  “Menolak  kemudharatan  lebih  utama  daripada  menarik

mempertahankan) kemaslahatan.”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan petimbangan pertimbangan tersebut,

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur unsur perceraian berdasarkan Pasal

19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 134

Kompilasi  Hukum  Islam  telah  terpenuhi,  oleh  karenanya  Pemohon  telah

mempunyai cukup alas an untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa  oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal

39  ayat  (2)  Undang  Undang  Perkawinan  permohonan  Pemohon  dapat

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak didepan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di

depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan

dengan  tanggal 09 Jumadil  Awal  1443  Hijriyah,  oleh  kami  Supian  Daelani,

S.Ag., MH. sebagai  Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H.

masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Senin  tanggal  13 Desember  2021

Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa

dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Supian Daelani, S.Ag., MH.
Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Zubaidi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fahmi Arif, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd
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Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :
Pendaftaran Rp. 30.000,-
Proses Rp. 50.000,-
Panggilan Rp. 240.000,-
Pemberitahuan Rp. 80.000,-
PNBP Rp. 40.000,-
Redaksi Rp. 10.000,-
Materai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
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